
NOTA DINAS
Nomor : KU.02.04/C.X.7/359/2024

Yth : 1. Kasubbag Administrasi Umum;

2. Para Koordinator Substansi;

3. Pengelola Keuangan;

4. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa.

Dari : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Hal : Pelaksanaan Kelengkapan Bukti Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran

Tanggal : 25 Januari 2024

Mengingat :

1. Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Perubahan  atas  Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2023 tentang

Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  Serta  Akuntansi  dan  Pelaporan

Keuangan;

4. Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  nomor  119  tahun  2023 tentang  Perubahan  atas

Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  113/PMK.05/2012  tentang  Perjalanan  Dinas

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

5. Peraturan  DJPB  nomor  PER-22/PB/2013  tentang  Ketentuan  Lebih  Lanjut

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,

dan Pegawai Tidak Tetap.

Pertanggungjawaban  anggaran  adalah  hilir  dari  sebuah  proses  panjang  laporan

keuangan.  Pertanggungjawaban  anggaran  yang  baik  berawal  dari  perencanaan  dan

penggunaan anggaran yang baik sesuai dengan aturan perundangan. Berkenaan dengan

hal  tersebut  di  atas perlu  dipedomani  mengenai  kelengkapan  dokumen yang diperlukan

dalam mempertanggungjawabkan anggaran terutama pada pelaksanaan Perjalanan Dinas

dan Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :
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1. Kelengkapan dokumen Perjalanan Dinas berpedoman pada tabel dibawah ini :

2. Kelengkapan dokumen Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada tabel dibawah ini :
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3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini boleh diwakilkan oleh Staf Pengelola

Keuangan  (SPK)  bertugas  untuk  memastikan  kelengkapan  dokumen

pertanggungjawaban  anggaran  dalam  formulir  moving  checklist  (terlampir)  sebelum

diproses pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran dan PPSPM;

4. Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  62  Tahun  2023  Pasal  217,  PPK

bertanggungjawab melakukan pengujian materiil terhadap kebenaran, keabsahan, serta

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

5. Pengajuan  pertanggungjawaban  anggaran  maksimal  3  (tiga)  hari  kerja  setelah

berakhirnya  perjalanan  dinas  dan  maksimal  10 (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  tanggal

kuitansi pada pengadaan barang/jasa;

6. Formulir  kelengkapan  dokumen  pertanggungjawaban  anggaran  dapat  di  unduh  pada

alamat berikut :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xu4LTox2uU7ohCsDfBa9pUQON9SmYHNF

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

EMMILYA ROSA, SKM, MKM
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Lampiran I

Surat Nomor : KU.02.04/C.X.7/359/2024

Tanggal : 25 Januari 2024
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Lampiran II

Surat Nomor : KU.02.04/C.X.7/359/2024

Tanggal : 25 Januari 2024

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://www.tcpdf.org

		2024-01-24T23:59:42+0000
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




